
PERATURAN BG
(Keandalan Bangunan Gedung)
PERTEMUAN 03 : MK. Perancangan Bangunan Publik

Baju Arie Wibawa, ST, MT



1
Peraturan Bangunan Gedung
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UNDANG-UNDANG      

NO. 28 TAHUN 2002 

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

Dasar Hukum  Penyelenggaraan BANGUNAN GEDUNG

PENYELENGGARAAN 

OTONOMI DAERAH

(PELAYAN MINIMAL)

PERSYARATAN DAN 

PENYELENGGARAAN 

BANGUNAN GEDUNG

PENYELENGGARAAN 

JASA KONSTRUKSI 
(BANGUNAN GEDUNG)

PERATURAN DAERAH 

TENTANG BANGUNAN 

GEDUNG

UNDANG-UNDANG       

NO. 18 TAHUN 1999 

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

UNDANG-UNDANG         

NO. 22 TAHUN 1999 

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

PEDOMAN DAN STANDAR 

TEKNIS BANGUNAN 

GEDUNG

PEDOMAN 

PELAKSANAAN JASA 

KONSTRUKSI (BG)

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG YANG FUNGSIONAL, TERTIB,  

ANDAL, SERASI DAN SELARAS DENGAN LINGKUNGANNYA

PERENCANAAN, 

PEMANFAATAN & 

PENGENDALIAN RUANG

RENCANA TATA RUANG 

WLAYAHAH

KABUPATEN/ KOTA

UNDANG-UNDANG         

NO. 26 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN RUANG



UNDANG-UNDANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG

PP 

PERSYARATAN, PENYELENGGARAAN, 

PERAN MASYARAKAT,  dan PEMBINAAN 

BANGUNAN GEDUNG

PENGATURAN  BANGUNAN GEDUNG

PEDOMAN TEKNIS 

dan STANDAR 

TEKNIS

PERATURAN DAERAH TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG

KONDISI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, 

DAN GEOGRAFI DAERAH



 Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung

(UU No. 28 Tahun 2002)

 Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU No. 28/2002

(PP No. 36 Tahun 2005)

PER – UU – AN

TENTANG BANGUNAN GEDUNG



TAHUN PRODUK PERATURAN

2006

1. PERMEN PU No. 19/PRT/M/2006 TTG PEDOMAN TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG TAHAN GEMPA

2. PERMEN PU No. 29/PRT/M/2006 TTG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

3. PERMEN PU No. 30/PRT/M/2006 TTG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BG DAN 

LINGKUNGAN

2007

4. PERMEN PU No. 05/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS RUSUNA BERTINGKAT TINGGI

5. PERMEN PU No. 06/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

6. PERMEN PU No. 24/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

7. PERMEN PU No. 25/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

8. PERMEN PU No. 26/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

9. PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

2008

10. PERMEN PU No. 24/PRT/M/2008 TTG PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG

11. PERMEN PU No. 25/PRT/M/2008 TTG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA

12. PERMEN PU No. 26/PRT/M/2008 TTG SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN 

LINGKUNGAN

2009 13. PERMEN PU No. 20/PRT/M/2009 TTG MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN

2010

14. PERMEN PU No. 16/PRT/M/2010 TTG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG

15. PERMEN PU No. 17/PRT/M/2010 TTG PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

16. PERMEN PU No. 18/PRT/M/2010 TTG PEDOMAN REVITALISASI KAWASAN

2011 MODEL PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG  

17. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 Ttg  Pembangunan Bangunan

Gedung Negara



Daftar Standar Nasional

• SNI 03-6861.1-2002, Spesifikasi bahan bangunan bagian A (Bahan bangunan bukan logam)

• SNI 03-6861.1-2002, Spesifikasi bahan bangunan Bagian B (Bahan bangunan dari besi/baja)

• SNI 03-6861.1-2002, Spesifikasi bahan bangunan Bagian C (Bahan bangunan dari logam bukan besi

• SNI 03 – 6816 – 2002, Tata Cara Pendetailan Penulangan Beton Bertulang Indonesia.

• SNI 03 – 1729 - 2002, Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan.

• SNI 03-1726-2002, Tata cara perencanaan ketahanan gempa bangunan gedung

• SNI 03-2847-1992, Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung

• SNI 03-2397-1991, Tata cara perencanaan bangunan sederhana tahan angin

• SNI 03-1734-1989, Tata cara perencanaan beton bertulang dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan 

gedung

• SNI 03-1727-1989, Pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung

• RSNI T -02-2003, Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia

• Pt-T-02-2002-C, Tata cara perencanaan rumah sederhana tahan gempa
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Undang-undang Bangunan Gedung



TUJUAN
• Fungsional dan 

Efisien

• Tertib 
pembangunan

• Kepastian 
hukum

AZAZ
Kemanfaatan

Keselamatan

Keseimbangan

Keserasian

LINGKUP PENGATURAN

PERAN MASYARAKAT
Pemantauan, Masukan, Pendapat, Gugatan Perwakilan

PEMBINAAN
Pengaturan, pengawasan, dan pemberdayaan

FUNGSI

• Sesuai peruntukan lokasi

• Fungsi hunian, keagamaan, 

usaha, sosial/budaya, dan

khusus

PERSYARATAN

• Aministrasi: status tanah, 

status kepemilikan, dan

perizinan bangunan

• Teknis : tata bangunan

(termasuk lingkungan),   dan

keandalan bangunan

PENYELENGGARAAN

• Pembangunan 

(Perencanaan, 

Pelaksanaan dan

Pengawasannya)

• Pemanfaatan

• Pelestarian, dan

• Pembongkaran

Kondisi 

yang 

ada

Alur Pikir UU 28/2002 BG 

SANKSI 
Sanksi adminsitrasi & denda, Sanksi pidana penjara/kurungan & 

denda



Persy. administratif

Perizinan (IMB)

Pembangunan BG di 

atas Tanah Milik 

Orang/Pihak Lain 

dengan Perjanjian 

Tertulis

Persy. teknis

Tata Bangunan Keandalan BG

Arsitektur BG

Pengendalian 

Dampak 

Lingkungan

Kenyamanan

Kemudahan

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Status Hak atas Tanah

Status Kepemilikan BG

Peruntukan dan 

Intensitas BG
Keselamatan

Kesehatan
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KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG



KEANDALAN  BG

KESEHATANKESELAMATAN KENYAMANAN KEMUDAHAN

UUBG

PERATURAN, PEDOMAN, 

STANDAR TEKNIS

Pelaku Teknis 

Berizin?

Pengawasan 

Pemda?

Perencanaan

Pelaksanaan 

(konstruksi)

Pemanfaatan

Pembongkaran

IMB IPB/SLF KMB/SLF/SBG

KONSEP KEANDALAN  BG
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KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

Persyaratan Keselamatan



Persyaratan Keselamatan

1. Kemampuan bangunan gedung mendukung beban muatan :
Muatan mati; Muatan hidup; Muatan Perilaku alam dan Muatan Manusia, 

Struktur atas : terdiri dari struktur primer dan sekunder, 

Struktur bawah/Geoteknik basement dan pondasi. 

Cat: kegagalan struktur primer Cth: Bangunan Gedung Jembatan Sarinah 

kegagalan struktur sekunder Cth: ITC Permata Hijau dan Menara Jamsostek 

Kegagalan Dewatering struktur bawah Cth: Departemen Agama

2. Kemampuan bangunan gedung mencegah dari bahaya 
kebakaran dan bahaya petir :

- Sistem proteksi pasif meliputi kemampuan struktur dan elemennya. tahan api 
kompartemenisasi dan pemisahan serta proteksi pada bukaan yang ada. Untuk 
menahan dan membatasi percepatan api pada kebakaran

- Sistem proteksi aktif peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran. 
Pengendalian asap dan sarana penyelamatan kebakaran

Cat : Dinas Kebakaran dilibatkan dalam penilaian dalam rencana bangunan (TPIB)



Runtuhnya Beton Plasa Simpang Lima



Menara 

Jamsostek



ITC PERMATA HIJAU





Dewatering bisa menyebabkan penurunan permukaan tanah disekitar 

lingkungan proyek 
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KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

Persyaratan Kesehatan



Persyaratan Kesehatan

1. Sistem Penghawaan

Sirkulasi dan pertukaran udara melalui ventilasi buatan dan ventilasi alami

Cth: Kegagalan sistem ventilasi, Keracunan yang terjadi di basement PT 
Ratu Sayang yang digunakan untuk carefour (menyalahi Psl 193 Perda 7 Thn 
91)

2. Sistem Pencahayaan

Kebutuhan pencahayaan dalam bangunan gedung melalui pencahayaan 
alami dan pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat, Rumah 
susun sederhana biasanya mengabaikan pencahayaan alami (penilaian 
TPAK)

3. Sistem Sanitasi

Kebutuhan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih, air kotor/limbah, 
kotoran dari sampah, serta penyaluran air hujan.

4. Penggunaan Bahan Bangunan Gedung

Harus aman bagi kesehatan penguna gedung



CARREFOUR RATU PLAZA 

(PT. RATU SAYANG)
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KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

Persyaratan Kenyamanan



Persyaratan Kenyamanan
1. Kenyamanan Ruang gerak

Dimensi ruang dan tata letak ruang, Rusunami dengan kepadatan lebih dari 3600 orang/ha. Bagaimana memecahkan berbagai

masalah ?

2. Kenyamanan Hubungan Antar ruang

Tata letak ruang dan sirkulasi antar ruang

3. Kenyamanan Kondisi Udara

Temperatur dan kelembaban sesuai dengan temperatur gedung, 

4. Kenyamanan Pandangan

Privasi

5. Kenyamanan Tingkat Getaran dan Kebisingan

Penguna dan fungsi bangunan gedung tidak terganggu oleh getaran dan kebisingan
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KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

Persyaratan Kemudahan



Persyaratan Kemudahan

Persyaratan kemudahan meliputi :

1. Kemudahan Hubungan

tersedianya fasilitas dan aksesbilitas yang mudah aman dan nyaman bagi 

penyandang cacat/lansia

Hubungan Horizontal dan Hubungan Vertikal, akses evakuasi

2. Kelengkapan Prasarana dan sarana

Meliputi penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, toilet, ruang parkir, 

tempat sampah serta fasilitas komunikasi dan informasi

file:///F:/Data Jali/MY PROJECT !/P2B/Presentasi P2B/Presentasi Kimpras/Akses_a.pps




Sudut  

membahayakan

bagi Tuna Daksa/ 

kursi roda

Tidak ada 

“warning & 

guiding 

block” bagi 

Tuna Netra

Lubang!

Membahayakan penca





Baju Arie Wibawa, ST, MT.
Kaprodri Arsitektur 
Fakultas Teknik
Universitas PGRI Semarang
E-mail: bayu.ariwibawa@gmail.com

Terima kasih
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PERATURAN PENYELENGGARAAN



BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU

PELAKSANAAN

TABG

M

TABG

MM

TABG TABG

MM

TABG TABG

M

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA

PENDATAAN / 

PENDAFTARAN

KETERANGAN :

PENYEDIA JASA

M - Masyarakat

KT - Kajian Teknis

KI - Kajian Identifikasi

RTB - Rencana Teknis Pembongkaran

TABG - Tim Ahli Bangunan Gedung

SLF - Sertifikat Laik Fungsi 

SLFn - Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi  

Alur proses utama

Alur proses penunjang

Opsional

PERENCANAAN

PERSETJ/ 

REKOM.

INSTANSI

LAIN

RTRW

KAB/KOTA

, RDTRKP

AMDAL

UPL/UKL

IMB SLF

PEMANFAATAN

PELESTARIAN

SLFn RTB

PEMBANGUNAN

KT

KI

RTBL

PEMBONGKARAN



Pembangunan
▪ Melalui tahapan Perencanaan, dan

Pelaksanaan, beserta Pengawasannya ( dan

Manajemen Konstruksi)

▪ Di atas tanah milik sendiri maupun milik pihak

lain

▪ Dilaksanakan setelah rencana teknis

disetujui PemDa dalam bentuk IMB

▪ Pengesahan rencana Teknis BG untuk

kepentingan umum setelah mendapat

Pertimbangan Teknis Tim Ahli (ad hoc)

Pemanfaatan
▪ Pemanfaatan dilakukan oleh Pemilik atau

pengguna setelah BG dinyatakan Laik Fungsi

▪ BG harus dipelihara, dirawat, dan diperiksa

secara berkala agar selalu laik fungsi

▪ Pemilik dan Pengguna mempunyai hak dan

kewajiban

Penyelenggaraan BG



Pelestarian
▪ BG dan Lingkungannya yang ditetapkan 

sebagai Cagar Budaya, harus dilindungi dan 

dilestarikan

▪ Penetapan dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah dan/atau P{emerintah 

▪ Perbaikan, Pemugaran, dan Pemanfaatan 

yang merusak nilai/karakter, harus 

dikembalikan sesuai per-UU-an.

Pembongkaran
▪ BG dapat dibongkar apabila: tidak laik

fungsi; dapat membahayakan pemanfaatan

BG dan/atau lingkungannya; tidak memiliki

IMB

▪ Penetapan BG harus dibongkar oleh Pemda

berdasarkan hasil pengkajian teknis

▪ Pembongkaran BG yang mempunyai dampak

luas dilaksankan berdasarkan rencana

teknis pembongkaran

Penyelenggaraan BG



Penyegelan Gedung Ratu Plaza
Jl. Sudirman Kasus Keracunan



Pembongkaran Bangunan Tanpa IMB



TERIMA KASIH

Baju Arie Wibawa, ST, MT.
E-mail: bayu.ariwibawa@gmail.com
Hp: 0811288565

mailto:bayu.ariwibawa@gmail.com

